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PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 28 April 1990, agama Islam,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxxx,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  di  KABUPATEN  TEMANGGUNG,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  Temanggung,  03  Januari  1985,  agama

Islam,  pekerjaan  xxxxx,  pendidikan  SLTA,  KABUPATEN

TEMANGGUNG  KABUPATEN  TEMANGGUNG,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat-alat bukti di

muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat  gugatannya  tanggal  01  Juli  2024  telah

mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Temanggung pada tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan

dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kecamatan  Kedu  xxxxxxxxx
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xxxxxxxxxx  pada  tanggal  10  Desember  2009  (dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : 529/18/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009); 

2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighot ta'lik  talak yang

berbunyi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut; 

3. Bahwa  selama  dalam  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat

tinggal bersama di rumah kontrakan di KABUPATEN TEMANGGUNG selama

13  tahun  1  bulan,  dan  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami

istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak keturunan bernama :

   a. Xxxxx, lahir tanggal 28 Oktober 2010 (13 tahun); 

   b. Xxxxx, lahir tanggal 26 Oktober 2018 (5 tahun), yang keduanya sekarang

ikut Penggugat semua; 

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya pernah hidup

rukun layaknya suami istri namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran dalam rumah tangga; 

5. Bahwa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

adalah:

a. Tergugat malas bekerja sehingga ia tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat namun Tergugat gemar main judi online sehingga memiliki banyak

hutang yang kemudian orang-orang yang dihutangi tersebut menagih kepada

Penggugat dan hal tersebutlah yang sering menimbulkan percekcokan yang

disaat  marahnya  Tergugat  sering  berkata  kasar  dan  menyakitkan  hati

Penggugat; 

6. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  mencapai  puncaknya  pada

bulan Januari  2023 yaitu  Penggugat  pergi  dari  rumah karena merasa tidak

betah dan pulang kerumah orangtuanya sendiri serta sejak itu Penggugat dan

Tergugat telah hidup berpisah sudah selama 1 tahun 6 bulan; 

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tersebut, Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan serta

tidak memperdulikan kepada Penggugat; 
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8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat merasa tidak

sanggup  untuk  meneruskan  kehidupan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat

karena  sudah  tidak  mungkin  lagi  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk keluarga yang bahagia  dan kekal  atau keluarga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah; 

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini,

berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai

berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan 

Tergugat (TERGUGAT) dengan perceraian; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat  telah hadir sendiri menghadap di persidangan; 

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

menempu  upaya  mediasi,  sesuai  laporan  Mediator  Muhammad  Nuruddin,  Lc.,

M.SI. tanggal 15 Juli 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa keberhasilan  mediasi  sebagian  pada  pokoknya  adalah  hak  asuh

anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama yang  bernama Xxxxx  binti Xxxxx

(lahir  28 Oktober  2010),  dan Xxxxx binti  Xxxxx (lahir  26 Oktober 2018) berada

dalam  hadhanah Penggugat,  dengan  kewajiban  kepada  Penggugat untuk

memberikan  akses  dan  kesempatan  kepada Tergugat untuk  bertemu,  merawat,

dan  mendidik  anak  tersebut,  dengan  waktu  yang  disepakati  oleh  kedua  belah

pihak;
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Bahwa meskipun  mediasi  tidak  berhasil,  Majelis  Hakim tetap  berusaha

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  kembali  rukun  membina  rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban

secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-   Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

-    Bahwa tidak  benar  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tingggal  selama lebih dari  1 tahun, yang benar adalah 3 minggu yang lalu

masih melakukan hubungan suami istri;

-    Bahwa  tidak  benar  Tergugat  tidak  menafkahi  Penggugat  yang  sebenarnya

Tergugat  masih  memberi  uang  antara  200.000   sampai  300.000  kepada

Penggugat;

-   Bahwa benar Tergugat kadang kadang berjudi onlie;

-   Bahwa benar Tergugat pernah memiliki hutang tetapi sudah Tergugat lunasi;

-   Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga

Bahwa  atas  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengajukan  replik

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat setelah

lebaran tetapi Penggugat membantah melakukan hubungan badan dengan

Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang tetapi tidak rutin;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan awal dan tetap ingin bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara

lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan
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tidak ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 04 Oktober 2012, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx.  Bukti  surat  tersebut  bermaterai  cukup dan telah  diperiksa  oleh

Majelis,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  serta  telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis; 

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  529/18/XII/2009  tanggal  10  Desember

2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kedu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa

Tengah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  serta  telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa  di  samping  alat  bukti  tertulis,  Penggugat  juga  telah  mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi P 1  SAKSI 1,  umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN TEMANGGUNG,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat,  saksi  adalah  sebagai  sepupu

Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah lama menikah; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama di  rumah

kontrakan orang tua Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang

tinggal bersama Penggugat; 

- Bahwa semula  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan  sekarang

tidak rukun lagi karena pernah terjadi pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar mulut; 
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- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena  Tergugat  tidak  memberi

nafkah  kepada  Penggugat,  selain  itu  Tergugat  juga  gemar  judi  online  dan

Tergugat mempunyai hutang, namun Penggugat yang harus membayar hutang

tersebut; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah selama 1 (satu) tahun

6 (enam) bulan; 

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang

ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi

dan tidak saling mengunjungi, jika datang hanya sekedar menjenguk anaknya; 

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun

tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  bersikeras  untuk  bercerai  dengan

Tergugat; 

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali; 

Saksi P 2  SAKSI 2,  umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN TEMANGGUNG,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat,  saksi  adalah  sebagai  teman

Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah lama menikah; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama di  rumah

kontrakan orang tua Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang

tinggal bersama Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

sekarang tidak rukun lagi karena pernah terjadi pertengkaran; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena  Tergugat  tidak  memberi
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nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga gemar judi online; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah selama 1 (satu) tahun

6 (enam) bulan; 

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang

ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi

dan tidak saling mengunjungi, jika datang hanya sekedar menjenguk anaknya; 

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun

tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  bersikeras  untuk  bercerai  dengan

Tergugat; 

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi  tersebut,  Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di  muka sidang yang

masing-masing adalah:

Saksi T 1 SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx,

tempat  kediaman di  xxxxx  xxxxx xxxxx xxxxx,  Desa 28 Kalijoso,  Magelang,  di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat,  saksi  adalah  sebagai  kakak

kandung Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah lama menikah; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama di  rumah

kontrakan orang tua Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  saat ini tidak harmonis namun

saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sudah  selama  1  (satu)

bulan; 

-  Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang

ke rumah orang tuanya;
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- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun

tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  bersikeras  untuk  bercerai  dengan

Tergugat; 

- Bahwa  saksi  akan  mencoba  kembali  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat kembali; 

Saksi  T  2  SAKSI  4,  umur  44  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

xxxxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN TEMANGGUNG,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat,  saksi  adalah  sebagai  teman

Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama di  rumah

kontrakan; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengka; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sudah  selama  1  (satu)

bulan; 

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang

tuanya; 

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun

tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  bersikeras  untuk  bercerai  dengan

Tergugat; 

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi  tersebut  Tergugat  membenarkan

dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat  menyatakan tetap  pada gugatannya dan

tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat  menyatakan tidak mengajukan apapun lagi
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selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  diupayakan

untuk  berdamai,  baik  dalam  persidangan  oleh  Majelis  Hakim  maupun  dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut

berhasil  sebagian,  dengan demikian telah terpenuhi  dikehendaki  oleh Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia dan

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pada pokok perkara

tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum,

hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah bahwa rumah tangga  antara   Penggugat  dengan Tergugat  sejak  tahun

2020 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga ia tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat gemar main judi

online  sehingga  memiliki  banyak  hutang  yang  kemudian  orang-orang  yang

dihutangi  tersebut menagih kepada Penggugat dan hal  tersebutlah yang sering

menimbulkan percekcokan yang disaat marahnya Tergugat sering berkata kasar
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dan menyakitkan hati Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya,  Tergugat  mengakui  rumah

tangganya masih harmonis tetapi terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat

dan Tergugat selama sekitar 1 bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengakui  telah  pergi  meninggalkan

Tergugat dari bulan Januari 2023 sampai saat ini, karena Tergugat malas bekerja

sehingga ia tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat

gemar main judi online sehingga memiliki banyak hutang yang kemudian orang-

orang yang dihutangi  tersebut  menagih kepada Penggugat  dan hal  tersebutlah

yang  sering  menimbulkan  percekcokan  yang  disaat  marahnya  Tergugat  sering

berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian

yang  didalilkan  oleh  Penggugat,  maka  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan  Agama  Temanggung  untuk

menerima memeriksa dan mengadili perkara a-quo; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan

ketentuan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia,  maka gugatan harus diajukan di

Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi

Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor  xxxxx  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  xxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang diberi  meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang,  bahwa oleh karena bukti  P.1 yang diajukan oleh Penggugat

tersebut  adalah  Kartu  Tanda  Penduduk   yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka

bukti  P.1 tersebut  telah memenuhi  syarat  sebagai  akta otentik,  sehingga dapat

dipertimbangkan.
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Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan

telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti

P.1  tersebut,  maka  terbukti  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum

Pengadilan  Agama  Temanggung,  oleh  karenanya,  Pengadilan  Agama

Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian

yang  didalilkan  oleh  Penggugat,  maka  terlebih  dahulu  Penggugat  harus

membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat

dibuktikan dengan akta otentik,  yaitu  Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama bagi  perkawinan yang tercatat,  atau putusan Pengadilan

bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang,  bahwa oleh karena dalam posita  gugatannya pada poin (1)

Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat

harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopy

Buku  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Temanggung

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 529/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009, telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang

isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal

10 Desember 2009;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  satu-satunya  pejabat  yang  berwenang

untuk  membuat  Akta  Nikah  adalah  Kepala  Kantor  Urusan  Agama,  maka  oleh

karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah

yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2

tersebut  telah  memenuhi  syarat  sebagai  akta  otentik,  sehingga  dapat

dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan

telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti

P.2 tersebut,  telah terbukti  bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  telah terikat
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perkawinan yang sah sejak tanggal  tanggal  10 Desember 2009;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terbukti

sebagai  suami-isteri  sah,  maka  selanjutnya  alasan-alasan  perceraian  yang

didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,

sewaban Tergugat ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  telah  terus

menerus terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1

tahun 6 bulan sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal

19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan

yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai

dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang

berdasar  hukum  dan  oleh  karena  Tergugat  ternyata  tidak  membantah  telah

berpisah  tempat  tinggal  hanya  saja  Tergugat  membantah  bahwa  berpisahnya

hanya 1 bulan dan untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/

persepakatan  cerai  yang  tidak  dianut  dan  tidak  dibenarkan  oleh  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat  tetap dibebani pembuktian.

Menimbang,  bahwa oleh  karena ternyata  dalil  gugatan Penggugat  untuk

bercerai  dengan Tergugat  disandarkan kepada alasan perceraian  sebagaimana

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan

oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama

yaitu SAKSI 1, umur 33 tahun,  sebagai  Penggugat dan SAKSI 2, umur 27 tahun

sebagai  Penggugat;

Menimbang,  bahwa  para  saksi  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145
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ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  adalah  fakta  yang  dilihat

sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu

dengan  yang  lain  dan  pada  pokoknya  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  harus

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  Pasal  171  dan  172  HIR  sehingga

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa oleh  karena kedua orang saksi  menyaksikan sendiri

pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  dalil  Penggugat  bahwa  antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang,  bahwa karena alasan gugatan cerai  gugat  didasarkan pada

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi

dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah

terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia;

Menimbang,  bahwa  sudah  menjadi  pengetahuan  umum  (notoir  feiten)

bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar

dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah

bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua

pertengkaran  suami-isteri  dapat  menjadi  alasan  perceraian,  melainkan

pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya

terbatas  pada  pertengkaran  yang  memenuhi  dua  unsur,  yaitu  unsur  “terus

menerus”,  dan  unsur  “tidak  ada  harapan  untuk  rukun  kembali”.  Hal  ini

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  selanjutnya  Majelis  Hakim
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harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini,

yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang,  bahwa oleh  karena kedua orang saksi  menyaksikan sendiri

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lebih

dari 1 tahun  yang lalu maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut,

Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  1

tahun 6 bulan secara terus menerus sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat

tinggal  merupakan  salah  satu  bentuk  pertengkaran  dalam rumah  tangga  yang

diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari

pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari

pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga

merupakan  salah  satu  bentuk  pertengkaran  dalam  rumah  tangga,  sehingga

terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan

salah  satu  pihak  (suami  atau  isteri)  memisahkan  diri  dari  pasangannya,  maka

sepanjang  perpisahan  tersebut  masih  berlangsung,  maka  selama  itu  pula

pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa percekcokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya

berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami

isteri  dalam  jangka  waktu  yang  lama  tanpa  ada  alasan  yang  dibenarkan

sebagaimana yang dialami  dalam rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  bisa

dikategorikan sebagai  telah terjadinya percekcokan dan perselisihan yang terus

menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor

285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8

September 2003;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi  Tergugat

yaituSuwartiyah dan Slamet Budiyanto yang menerangkan bahwa Penggugat dan

Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan

pula  dengan  kenyataan  gagalnya  upaya  Majelis  Hakim  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula
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sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang,  bahwa  dalam  hal  perceraian  tidak  perlu  dilihat  dari  siapa

penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat

dipertahankan  lagi  atau  tidak  berdasarkan  Yurisprudensi  MARI  Nomor  534

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis

Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an

surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah

pihak,  dan  Majelis  Hakim  memandang  bahwa  perceraian  adalah  jalan  keluar

terbaik  yang  lebih  kecil  madlorotnya  daripada  membiarkan  kedua  belah  pihak

berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus,  hal  ini  perlu  dihindari

sesuai  qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil  alih sebagai  pendapat

Majelis Hakim yang menyatakan:

لح            لمصا ا جلب على م مقد سد لمفا ا رء د

Artinya:  ”Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan

ahli  hukum  Islam  sebagaimana  dalam  Kitab  Ghoyatul  Murom  Lissyaihil  Majidi

yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

Artinya: “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa,

maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  ternyata  gugatan  Penggugat  tidak  melawan  hak  dan  telah  ada  cukup
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alasan  sebagaimana  dikehendaki  Pasal  39  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai

dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini  adalah talak yang dijatuhkan

Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam di  Indonesia,  perkara  ini  diputus  dengan  talak  satu  ba’in  sughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam mediasi telah

sepakat terhadap pengasuhan 2 anak yang bernama bernama Xxxxx binti Xxxxx

(lahir  28 Oktober  2010),  dan Xxxxx binti  Xxxxx (lahir  26 Oktober 2018) berada

dalam  hadhanah Penggugat,  dengan  kewajiban  kepada  Penggugat untuk

memberikan  akses  dan  kesempatan  kepada Tergugat untuk  bertemu,  merawat,

dan  mendidik  anak  tersebut,  dengan  waktu  yang  disepakati  oleh  kedua  belah

pihak dan ternyata tidak melawan hukum, akan dituangkan dalam amar putusan

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menetapkan anak yang bernama: 

3.1. Xxxxx binti Xxxxx (lahir 28 Oktober 2010);
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3.2. Xxxxx binti Xxxxx (lahir 26 Oktober 2018) ;

berada  dalam  hadhanah Penggugat,  dengan  kewajiban  kepada

Penggugat untuk  memberikan  akses  dan  kesempatan

kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Temanggung pada hari  Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  30  Muharam 1446  Hijriah  oleh  Foead  Kamaludin,  S.Ag,  M.H.

sebagai Ketua Majelis, Ertika Urie, S.H.I.,  M.H.I.  dan Tony Abdul Syukur S.H.I.,

M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  didampingi

Hakim  Anggota,  dibantu  oleh  Edy  Margono,  S.H  sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota 

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

Foead Kamaludin, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Margono, S.H

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00
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-  Panggilan : Rp 220.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Sumpah : Rp 100.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
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